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BAB III 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

pemberian persetujuan lingkungan di Kota Yogyakarta penerapannya  masih 

menggunakan ketentuan hukum yang lama, tidak dapat dilakukan secara 

langsung, bahkan dengan kehadiran PP dan Permen sebagai petunjuk teknis 

pun tidak menjamin pelaksanaan peraturan baru UU Cipta Kerja ini dapat 

langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan hak 

otonominya masih harus menerjemahkan peraturan UU Cipta Kerja ini guna 

disesuaikan dengan daerahnya masing-masing, sebelum penerapan UU 

tersebut maka pemerintah daerah perlu membentuk Perda baru. Pemerintah 

Kota Yogyakarta sendiri hingga saat ini belum melakukan perubahan perda 

dikarenakan adanya pembatasan pembentukan perda setiap tahunnya, 

sedangkan UU Cipta Kerja melalui sistem omnibus lawnya banyak merubah 

peraturan dari berbagai UU, yang tentunya banyak pula perda yang harus 

dirubah guna mennyesuaikan peraturan baru tersebut. Dalam pelaksanaannya 

hingga saat ini DLH Kota Yogyakarta dalam melakukan penerbitan izin 

persetujuan lingkungan masih mengacu pada peraturan yang lama yaitu PP 

Nomor 24 tahun 2018 terkait dengan pengajuan permohonan perizinan. 
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B. Saran 

Pemerintah Kota perlu segera mengganti Peraturan Daerah tentang 

Persetujuan Lingkungan didasarkan pada Peraturan Pemerintah yang baru 

sehingga pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup melalui pemberian 

persetujuan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bisa segera 

diwujudkan dan diterapkan. 
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